SALINAN

WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA DAN JALUR KOORDINASI

Menimbang

Mengingat

PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pola hubungan kerja dan

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor
3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah
Sakit Umum Daerah Taman Husada serta Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan,
Fungsi, Tugas, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, perlu mengubah jalur
koordinasi yang telah ditetapkan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor
12 Tahun 2017 tentang Pola Hubungan Kerja dan Jalur
Koordinasi Perangkat Daerah;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6766);



Menetapkan
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

4. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bontang Tahun
2017 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor
12 Tahun 2017 tentang Pola Hubungan Kerja dan Jalur
Koordinasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bontang
Tahun 2019 Nomor 65);

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG POLA  HUBUNGAN KERJA DAN JALUR
KOORDINASI PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Lampiran II Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pola Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi Perangkat
Daerah (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2017 Nomor 12) yang
telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota:

a. Nomor 27 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2019
Nomor 27); dan

b. Nomor 66 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2019
Nomor 65),

diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota
ini.

Pasal 11
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Bontang.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG L rctapkan di Bontang

pada tanggal 23 Oktober 2023
WALI KOTA BONTANG,

ttd.

1t .v/SVaifullah, SH, M.Si BASRI RASE
~157404112000031001

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 23 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd.

AJI ERLYNAWATI
BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2023 NOMOR 26



LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BONTANG

NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA DAN JALUR KOORDINASI PERANGKAT DAERAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG

ALA BAGIAN HUKUM,

JALUR KOORDINASI ANTAR PERANGKAT DAERAH

WALI KOTA BONTANG /\ \o’;

WAKIL WALI KOTA BONTANG
( SEKRETARIAT
1 (* DAERAH

SEKRETARIS DAERAH Q) /
0 A riad Syaifullah, SH, M.Si
STAFAHLl | ] S N‘F’ 197404112000031001
WALI KOTA
I l
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
.................... - o e e

UNSUR PELAYANAN ADMINISTRATIF:

1. BAGIAN PEMERINTAHAN
2. BAGIAN HUKUM
3. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

UNSUR PELAYANAN ADMINISTRATIF: UNSUR PELAYANAN ADMINISTRATIF:

1. BAGIAN UMUM

2. BAGIAN ORGANISASI

3. BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

1. BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
2.  BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
3. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

UNSUR PELAKSANA OPERASIONAL:

UNSUR PELAKSANA OPERASIONAL: UNSUR PELAKSANA OPERASIONAL:

1. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA 1. INSPEKTORAT DAERAH
2. DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3. DINAS KESEHATAN 3.
4. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 4. DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, DAN PERTANIAN
DAN KELUARGA BERENCANA 5. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN PERDAGANGAN
5. DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA 6. DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA
6. DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 7. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
' |7. xECAMATAN __| 8 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
8. KELURAHAN 9. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
10. DINAS KETENAGAKERJAAN
UNSUR PENUNJANG: UNSUR PENUNJANG: UNSUR PENUNJANG:

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
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|1. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN
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DINAS PERHUBUNGAN i 3. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
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1. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

2. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

3. BADAN PENDAPATAN DAERAH

WALI KOTA BONTANG,

ttd.

BASRI RASE
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